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ABSTRAK  
Pergerakan aliran modal dan investasi yang meningkat dewasa ini akan berdampak pada 
semakin banyaknya pengguna tenaga kerja asing. Kabupaten Badung sebagai Kabupaten yang 
sangat pesat dalam hal pembangunan membuat Kabupaten Badung berpotensi untuk 
mendapat serbuan dan investor maupun dari tenaga kerja asing. Pengawasan terhadap 
pengguna tenaga kerja asing dilakukan mengingat masih adanya pelanggaran yang ditemukan 
oleh petugas pengawas ketenagakerjaan yaitu adanya pengguna tenaga kerja asing yang tidak 
melengkapi izin kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Badung. 
Penelitian ini menggunaan metode deskriptif kualitatif. Hasil penemuan menunjukkan 
pengawasan belum berjalan efektif. Hal ini karena petugas pengawas ketenagakerjaan secara 
kuantitas masih kurang, sulitnya mewawancari pengguna tenaga kerja asing karena kurang 
tegasnya petugas pengawas ketenagakerjaan, dan sulitnya petugas pengawas dalam 
mengetahui pengguna tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran sehingga 
membutuhkan pengaduan dari masyarakat setempat.  
Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengawasan Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Badung  
Pendahuluan 
Pergerakan aliran modal dan investasi 
yang terjadi dewasa ini akan membuat 
perpindahan dan pergerakan tenaga kerja 
antar negara termasuk Indonesia semakin 
besar. Apalagi di akhir tahun 2015, Indonesia 
telah memasuki kawasan MEA (Masyarakat 
Ekonomi Asean) dimana akibat adanya MEA 
(Masyarakat Ekonomi Asean) ini akan 
membuka kesempatan bagi tenaga kerja 
asing untuk bekerja di Indonesia.  
Dewasa ini tenaga kerja asing menjadi 
kebutuhan dari perusahaan. Dimana 
perusahaan menganggap tenaga kerja asing 
memiliki skill dan kemampuan yang tidak 
dimiliki oleh tenaga kerja lndonesia. Melihat 
adanya hal tersebut tentu akan berdampak 
pada semakin banyaknya perusahaan yang 
akan menggunakan tenaga kerja asing 
dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia 
yang akan mengakibatkan tenaga kerja 
Indonesia harus bersaing dengan tenaga 
kerja asing.  
Salah satu Kabupaten di Bali yang banyak 
mempergunakan tenaga kerja asing adalah 
Kabupaten Badung. Kabupaten Badung 
sebagai kabupaten yang sangat pesat dalam 
hal pembangunan membuat Kabupaten 
Badung berpotensi untuk mendapat serbuan 
dari investor maupun tenaga kerja asing. 
Banyaknya tenaga kerja asing di Kabupaten 
Badung tersebut tentu membuat semakin 
banyak perusahaan – perusahaan yang akan 
mempergunakan tenaga kerja asing. Hal ini 
terlihat dari jumlah tenaga kerja asing yang 
bekerja di Kabupten Badung berdasarkan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 







Jumlah Tenaga Kerja Asing di 
Kabupaten Badung Berdasarkan 
Penertiban Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (IMTA) 
Tahun Jumlah Tenaga Kerja 
Asing 
2013 265 orang 
2014 281 orang 
2015 487 orang 
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Badung 
Sesuai dengan data diatas, jumlah 
tenaga kerja asing dari penerbitan IMTA 
diatas terlihat adanya peningkatan tenaga 
kerja asing dari tahun 2013 hingga 2015. 
Pada tahun 2014 terjadi peningkatan tenaga 
kerja asing dari 265 orang di tahun 2013 
menjadi 281 orang tenaga kerja asing. Pada 
tahun 2015 juga terjadi peningkatan tenaga 
kerja asing dari 281 orang di tahun 2014 
menjadi 481 orang tenaga kerja asing. 
Dengan semakin banyaknya jumlah 
pengguna tenaga kerja asing yang bekerja 
tersebut, pengawasan yang ketat tentu 
diperlukan untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna 
tenaga kerja asing. 
Salah satu instansi yang melakukan 
pengawasan terhadap penggunaan tenaga 
kerja asing di Kabupaten Badung adalah 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Badung. Pengawasan yang dilakukan adalah 
dengan melihat syarat administrasi dari 
penggunaan tenaga kerja asing yaitu RPTKA 
(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja  Asing), 
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) dan surat penunjukkan pendamping 
tenaga kerja lokal.  
Berdasarkan pemeriksaan dari petugas 
pengawas ketenagekerjaan yang ada di Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung 
menemukan masih adanya pelanggaran – 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna 
tenaga kerja asing. Pelanggaran tersebut 
antara lain masih adanya tenaga kerja asing 
yang tidak melengkapi izin kerja atau Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 
(sumber : hasil observasi wawancara dengan 
pengawas ketenagakerjaan Kabupaten 
Badung I Made Bawa, S.IP). Selain itu dalam 
pemberitaan Semeton News tertanggal 27 
Maret 2016 mengungkapkan Kepala 
Dinsosnaker Kabupaten Badung IB Oka Dirga 
memperkirakan ada 1300 TKA yang bekerja 
di Badung. Akan tetapi di tahun 2015 hanya 
481 orang pengguna tenaga kerja asing yang 
melakukan perpanjangan izin kerja. Adanya 
pengguna tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran tersebut membuat pengawasan 
oleh petugas pengawas ketenagakerjaan 
sangatlah diperlukan untuk meminimalkan 
pelanggaran yang terjadi. Namun dalam 
mengawasi pengguna tenaga kerja asing 
tersebut petugas pengawas ketenagakerjaan 
yang kurang dibandingkan dengan jumlah 
perusahaan pengguna tenaga kerja asing 
membuat pengawas tidak dapat mengawasi 
seluruh pengguna tenaga kerja asing. Melihat 
adanya permasalahan tersebut, dapat 
dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu 
Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja terghadap 
penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 
Tahun 2015 di Kabupaten Badung?  
Kajian Pustaka 
1. New Public Management (NPM) 
New Public Management (NPM) menurut 
Nawawi (2013 : 53) adalah adanya aggapan 
bahwa praktik manajemen pada sektor 
swasta lebih baik daripada praktik manajemen 
pada sektor tradisional. Sehingga untuk 
melakukan perbaikan kinerja dari sektor 
publik tersebut memerlukan adanya 
pengadopsian dari sektor swasta. 
 
2. Efektivitas  
Pengertian efektivitas menurut Mahmudi 
(2015:92) adalah adanya hubungan antara 
ouput dengan tujuan sehingga kontribusi 
(sumbangan) output yang besar dalam 
pencapaian tujuan akan membuat semakin 
efektif suatu organisasi ataupun kegiatan. 
Pengertian efektivitas menurut Usman 
(2009:2) adalah tingkat berhasilnya tujuan 
dengan cara melakukan yang benar agar 
mampu mencapai tujuan dengan baik.  
Indikator – Indikator Pengukuran 
Efektivitas 
Menurut Gibson et,al (2012 : 15) ada 
indikator – indikator pengukuran efektivitas 
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dengan menggunakan tiga pendekatan dari 
efektifitas yaitu: 
1. Pendekatan tujuan 
Pendekatan tujuan merupakan 
pendekatan yang banyak digunakan oleh 
organisasi. Pendekatan ini menekankan 
organisasi ada untuk mencapai tujuan 
organisasi. Keefektifan organisasi dapat 
ditunjukkan dari tingkat prestasi organisasi. 
Dengan begitu evaluasi baik itu dari 
individu maupun kelompok organisasi 
harus terus dilakukan guna mencapai 
tujuan yang telah direncanakan.  
2. Pendekatan sistem 
Dalam pendekatan sistem terdapat 
salah satu unsur dari sejumlah elemen 
yang saling berinteraksi dalam suatu 
organisasi. Pendekatan sistem 
memandang bahwa suatu sistem secara 
keseluruhan memiliki beberapa sub – sub 
sistem yang saling terikat satu dengan 
yang lainnya. Dimana sistem memiliki 
empat elemen dasar yaitu elemen input, 
proses, output, dan lingkungan. Input atau 
masukan merupakan segala sumber daya 
yang digunakan dalam organisasi untuk 
mendukung proses dalam upaya 
menghasilkan keluaran yang diharapkan. 
Proses merupakan kegiatan untuk 
mengolah input menjadi output yang mana 
pengertian output adalah hasil dari 
pengolaha input dan proses.  
3. Pendekatan dari pemangku kepentingan    
( stakeholder) 
Pendekatan ini mensinergikan antara 
pendekatan tujuan dengan pendekatan 
sistem. Dalam pendekatan ini penting 
untuk mencapai keseimbangan antara 
berbagai bagian dari sistem dengan 
memuaskan kepentingan kostituen 
organisasi (individu dan kelompok individu 




Pengertian pengawasan menurut 
Situmorang (1994:14) adalah keseluruhan 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
yang tujuannya agar tercapainya kebijakan 
yang telah dibuat. Pengawasan yang 
dilakukan oleh instansi pemerintah ini 
merupakan salah satu dari fungsi manajemen 
pemerintah guna menilai kesesuaian 
pelaksanaan kegiatan yang telah 
direncanakan.  
Jenis – Jenis Pengawasan 
Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) 
mengklasifikasikan jenis – jenis pengawasan 
sebagai berikut :  
1. Pengawasan langsung dan pengawasan 
tidak langsung 
 Definisi pengawasan secara langsung 
adalah pengawasan secara “in the spot” 
dimana pengawasan ini dilakukan oleh 
pimpinan atau pengawas. Sedangkan 
definisi pengawasan secara tidak langsung 
adalah  pengawasan yang dilakukan 
secara “on the post” dimana pengawasan 
ini dengan cara tidak langsung melalui 
laporan tertulis.  
2. Pengawasan preventif dan pengawasan 
represif  
 Pengawasan ini berkaitan dengan 
waktu dilaksanakannya pengawasan. 
Pengertian pengawasan preventif adalah 
pengawasan untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran yang dilakukan sebelum 
suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan 
definisi pengawasan represif merupakan 
pengawasan setelah selesai suatu 
kegiatan.   
 
3. Pengawasan Intern dan pengawasan 
ekstern 
 Pengertian pengawasan intern adalah 
pengawasan yang ada di dalam organisasi 
yang didalamnya ada keterlibatan aparat. 
Sedangkan pengawasan ekstern adalah 
pengawasan yang melibatkan aparat diluar 
organisasi. 
 
Metodelogi Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 
dengan teknik penentuan informan yaitu 
gabungan antara purposive sampling dan 
snowball sampling. Penggabungan antara 
data primer dan data sekunder dilakukan 
untuk menganalisis data yang diperoleh. 
Adapun unit analisis penelitian ini yaitu Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.  
Hasil dan Pembahasan  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 
maka dapat dianalisis efektivitas pengawasan 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap 
penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten 
Badung dan disesuaikan dengan konsep 
efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson et 
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,al (2012 :15) dengan menggunakan 
pendekatan sistem yang memberikan tiga 
indikator efektifitas adalah sebagai berikut : 
 
1. Input  
Input atau masukan adalah semua 
sumber daya yang digunakan oleh 
organisasi untuk mendukung  proses untuk 
menghasilkan keluaran yang diharapkan. 
Indikator input yang dilihat dari penulis 
yaitu petugas pengawas ketenagakerjaan. 
Dalam posisi ini, petugas pengawas 
ketenagakerjaan mempunyai peran yang 
penting dalam melakukan pengawasan 
atas seluruh peraturan ketenagakerjaan. 
Pengawasan terhadap penggunaan 
tenaga kerja asing di Kabupaten Badung 
diawasi oleh petugas pengawas Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Badung. Dimana ketersediaan petugas 
pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung 
masih kurang yaitu hanya dua orang 
petugas pengawas yang harus mengawasi 
perusahaan yang mempergunakan tenaga 
kerja asing yang mengalami peningkatan 
setiap tahunnya.  
Melihat dari petugas pengawas yang 
kurang tentu hal ini sangat mempengaruhi 
pengawasan yang dilakukan secara 
keseluruhan. Minimnya petugas pengawas 
ketenagakerjaan yang melakukan 
pengawasan terhadap penggunaan tenaga 
kerja asing tersebut akan mengakibatkan 
tidak efektifnya pengawasan yang 
dilakukan. Hal ini akan menyebabkan 
petugas pengawas ketenagakerjaan tidak 
dapat mengetahui pengguna tenaga kerja 
asing yang melakukan pelanggaran. Jika 
jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak 
ditambah maka kegiatan pengawasan 
tidak dapat menyentuh seluruh pengguna 
tenaga kerja asing di Kabupaten Badung.  
Jadi dapat dikatakan dari indikator 
input atau masukan dengan melihat 
petugas pengawas ketenagakerjaan yang 
ada secara kuantitas masih belum cukup 
untuk mengimbangi perusahaan pengguna 
tenaga kerja asing yang diawasi.  
 
2. Proses 
Proses adalah kegiatan mengolah 
input menjadi output. Dari indikator proses 
peneliti melihat bagaimana pengawasan 
yang dilakukan oleh petugas pengawas 
ketenagakerjaan terhadap pengguna 
tenaga kerja asing. 
Adapun instansi yang melaksanakan 
pengawasan mengenai penggunaan 
tenaga kerja asing di Badung yaitu Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Badung. Pengawasan ini dilakukan oleh 
petugas pengawas ketenagakerjaan.  
Pengawasan Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja terhadap pengguna tenaga 
kerja asing di Kabupaten Badung 
dilakukan melalui pengawasan secara 
langsung maupun pengawasan secara 
tidak langsung. Pengawasan yang 
dilakukan secara langsung yaitu petugas 
pengawas ketenagakerjaan akan 
melakukan pengecekan IMTA para 
pengguna tenaga kerja asing. Dari tahun 
2010 hingga 2015 sebanyak 250 
perusahaan pengguna tenaga kerja asing 
telah diawasi oleh petugas pengawas 
ketenagakerjaan. Namun dalam 
melakukan pengawasan secara langsung 
tersebut petugas pengawas 
ketenagakerjaan hanya dapat mengawasi 
beberapa perusahaan pengguna tenaga 
kerja asing. Hal ini dikarenakan susahnya 
mencari waktu untuk mewawancarai 
pengguna tenaga kerja asing. Selain itu 
petugas pengawas ketenagakerjaan juga 
kurang tegas untuk memperoleh informasi 
dari perusahaan pengguna tenaga kerja 
asing membuat pengawasan secara 
langsung ini tidak dapat berjalan secara 
optimal.  
Selain pengawasan secara langsung, 
pengawasan secara tidak langsung juga 
dlakukan oleh petugas pengawas 
ketenagakerjaan yaitu dengan cara 
pengecekan IMTA yang terdaftar di Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Badung. Dengan pengecekan tersebut 
petugas pengawas dapat mengetahui data 
dari pengguna tenaga kerja asing seperti 
nama perusahaan, alamat perusahaan, 
nama TKA, jangka waktu penggunaan 
TKA, dan pajak yang telah dibayarkan 
yang masuk dalam retribusi perpanjangan 
IMTA.  
 
3. Output  
Pengertian output adalah hasil dari 
pengolahan input dan proses. Penulis 
melihat indikator output dari hasil yang 
diperoleh petugas pengawas 
ketenagakerjaan setalah melakukan 
proses pengawasan terhadap pengguna 
tenaga kerja asing berdasarkan aturan 
yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan 
terhadap pengguna tenaga kerja asing 
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yang menjadi output adalah laporan 
pelaksanaan tugas setelah selesai 
melaksanakan pengawasan. 
Adanya laporan pelaksanaan tugas 
tersebut menandakan petugas pengawas 
ketenagakerjaan telah melaksanakan 
pelaporan sesuai dengan kewajibannya 
mengawasi perusahaan pengguna tenaga 
kerja asing. Namun apabila ada pengguna 
tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran aturan yang ada, output dari 
petugas pengawas yaitu berita acara 
pemeriksaan dan nota pemeriksaan yang 
berisikan pelanggaran perusahaan 
pengguna tenaga kerja asing sebagai 
penindakan dari pelanggaran yang 
dilakukan. 
  
Tidakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
terhadap Pengguna Tenaga Kerja 
Asing yang Melakukan Pelanggaran  
Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan 
oleh pengguna tenaga kerja asing maka 
pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan 
suatu tindakan yang sebelumnya dilakukan 
pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan 
tersebut berisikan teguran dari pengawas 
ketenagakerjaan kepada perusahaan 
pengguna tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran. Apabila dalam pembinaan 
tersebut pengguna tenaga kerja asing masih 
melakukan pelanggaran maka petugas 
pengawas akan mengeluarkan berita acara 
pemeriksaan dan dilanjutkan dengan nota 
pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan isinya 
menyatakan adanya suatu pelanggaran dari 
perusahaan yang mempekerjakan tenaga 
kerja asing. 
Penindakan terhadap pelanggaran yang 
dilakukan oleh pengguna tenaga kerja asing 
sangatkah diperlukan. Hal ini dilakukan untuk 
memberikan efek jera bagi para 
pelanggarnya. Dimana bentuk pelanggaran 
yang dilakukan oleh pengguna tenaga kerja 
asing menurut petugas pengawas 
ketenagakerjaan yaitu pada bulan Januari 
2015 didapati pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan pengguna tenaga kerja 
asing yaitu PT. Esc Urban Food Station atau 
yang dikenal dengan nama Sky Garden. 
Dimana pelanggaran yang dilakukan yaitu 
tenaga kerja asing yang mereka pekerjakan 
masih ada yang tidak memiliki izin kerja selain 
itu tenaga kerja asing yang merupakan 
pimpinan mereka melakukan tindakan 
semena – mena dengan melakukan 
pemukulan dan pemecatan terhadap 
karyawan, memotong THR, dan pemecatan 
karyawan. Mendapati adanya pengguna 
tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran tersebut petugas pengawas 
ketenagakerjaan langsung melakukan teguran 
keras. Dari petugas pengawas 
ketenagakerjaan meminta agar perusahaan 
segera mengurus izin kerja karena jika tidak 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan 
melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi 
agar TKA yang melanggar tersebut di 
deportasi.  
Permasalahan yang ditemui yaitu petugas 
pengawas ketenagakerjaan saat melakukan 
penindakan terhadap pengguna tenaga kerja 
asing yaitu dari petugas pengawas tidak 
dapat mengetahui pengguna tenaga kerja 
asing yang melakukan pelanggaran. Hal ini 
dikarenakan tidak mudah untuk mencari 
pengguna tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran kecuali adanya pengaduan dari 
masyarakat setempat atau pada saat 
dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. 
Sulitnya petugas pengawas ketenagakerjaan 
dalam mengetahui pengguna tenaga kerja 
asing yang melakukan pelanggaran tentu 
akan membuat penindakan terhadap 
pengguna tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran tidak dapat dilakukan. Sehingga 
petugas pengawas ketenagakerjaan tidak 
dapat mengetahui  ketaatan aturan dari 
perusahaan pengguna tenaga kerja asing. 
Kesimpulan  
Terkait pengawasan Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja terhadap pengguna tenaga 
kerja asing, dapat disimpulkan pengawasan 
yang dilakukan masih belum berjalan efektif. 
Hal ini dikarenakan ketersediaan petugas 
pengawas secara kuantitas masih kurang 
yaitu hanya dua orang petugas pengawas. 
Minimnya petugas pengawas yang ada tentu 
akan mempengaruhi pengawasan terhadap 
perusahaan pengguna tenaga kerja asing 
secara keseluruhan. Dimana peran dari 
petugas pengawas sangatlah diperlukan 
untuk melakukan pengawasan terhadap 
perusahaan pengguna tenaga kerja asing. 
Apalagi setiap tahunnya perusahaan yang 
mempergunakan tenaga kerja asing 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Selanjutnya kurang tegasnya petugas 
pengawas ketenagakerjaan dalam 
mengawasi pengguna tenaga kerja asing juga 
membuat pengawasan belum dapat dilakukan 
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secara optimal. Sehingga petugas pengawas 
ketenagakerjaan tidak dapat mengetahui 
pengguna tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran kecuali adanya pengaduan dari 
masyarakat setempat apabila melihat adanya 
pengguna tenaga kerja asing yang melakukan 
pelanggaran.  
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